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Abstrak: Pelayanan publik yang berkualitas sangat bergantung pada pengelolaan sumber
daya manusia (SDM) yang efektif. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM) memiliki peran strategis dalam memastikan kompetensi, kinerja, dan
kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Penelitian pengabdian ini bertujuan untuk
menganalisis dan mengoptimalkan manajemen SDM di BKPSDM melalui pendekatan
ekonomi dan kebijakan publik. Metode yang digunakan melalui pendekatan partisipatif
dengan metode presentasi, diskusi kelompok terarah (FGD), dan pelatihan interaktif. Hasil
menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam pengembangan kompetensi ASN,
keterbatasan teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian, serta perlunya
kebijakan insentif berbasis kinerja. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan sistem
pelatihan berbasis kebutuhan kerja, digitalisasi sistem kepegawaian, dan peningkatan
insentif berbasis pencapaian kerja. Studi ini memberikan kontribusi bagi pengembangan
strategi manajemen SDM yang lebih adaptif dan berbasis data dalam pelayanan publik.

Kata Kunci: Manajemen SDM, BKPSDM, pelayanan publik, insentif kinerja, digitalisasi
kepegawaian

Abstract: Quality public services depend on effective human resource management
(HRM). The Personnel and Human Resource Development Agency (BKPSDM) plays a
strategic role in ensuring the competence, performance, and welfare of civil servants
(ASN). This service research aims to analyze and optimize HRM in BKPSDM through an
economic and public policy approach. The methods used include observation, interviews,
and literature studies related to HR management in the government sector. The results
show challenges in ASN competency development, limited information technology in
personnel management, and the need for performance-based incentive policies. The
proposed recommendations include strengthening training systems based on job needs,
digitizing personnel systems, and increasing performance-based incentives. This study
contributes to the development of more adaptive and data-driven HRM strategies in public
services.
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Pendahuluan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merupakan
institusi yang bertanggung jawab atas manajemen sumber daya aparatur negara di berbagai
daerah. Peran BKPSDM menjadi krusial dalam memastikan ketersediaan ASN yang berkualitas
serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pelayanan publik. Dalam konteks
ekonomi dan kebijakan publik, manajemen SDM yang baik tidak hanya berpengaruh terhadap
efektivitas birokrasi, tetapi juga terhadap efisiensi alokasi anggaran dan kinerja pemerintahan
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secara keseluruhan.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam manajemen SDM di sektor pemerintahan masih
cukup kompleks. Beberapa di antaranya adalah rendahnya efektivitas pelatihan ASN,
kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian, serta kurangnya
kebijakan insentif yang dapat meningkatkan motivasi ASN. Dalam beberapa kasus, kebijakan
pengembangan SDM di instansi pemerintahan masih bersifat administratif dan belum
sepenuhnya berbasis kinerja serta kebutuhan aktual organisasi.

Selain itu, perubahan lingkungan kerja yang semakin dinamis akibat digitalisasi dan
perkembangan teknologi menuntut ASN untuk lebih adaptif dalam menjalankan tugasnya. Oleh
karena itu, diperlukan inovasi dalam sistem manajemen SDM, baik dalam aspek rekrutmen,
pelatihan, hingga pengembangan karier ASN. Studi pengabdian ini bertujuan untuk
menganalisis berbagai tantangan dalam manajemen SDM di BKPSDM serta memberikan
rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan efektivitas sistem kepegawaian di sektor
pemerintahan.

Metode

Sosialisasi mengenai optimalisasi manajemen sumber daya manusia dalam pelayanan
publik di BKPSDM akan dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan metode presentasi,
diskusi kelompok terarah (FGD), dan pelatihan interaktif. Presentasi akan digunakan untuk
menyampaikan hasil penelitian mengenai strategi pengelolaan SDM yang efektif, termasuk
kendala yang dihadapi serta rekomendasi perbaikannya. Materi akan disajikan dalam bentuk
infografis, slide presentasi, dan contoh kasus nyata agar mudah dipahami oleh peserta.

Diskusi kelompok terarah (FGD) akan melibatkan para pejabat struktural, staf
kepegawaian, serta pegawai terkait di BKPSDM. Melalui FGD, peserta dapat berbagi
pengalaman, memberikan masukan, serta mendiskusikan tantangan dan peluang dalam
implementasi strategi manajemen SDM yang lebih optimal. Pendekatan ini bertujuan untuk
menggali wawasan dari berbagai perspektif sehingga solusi yang dihasilkan lebih aplikatif dan
sesuai dengan kebutuhan instansi.

Selain itu, sosialisasi juga akan dilakukan melalui pelatihan interaktif yang berfokus pada
implementasi kebijakan dan praktik terbaik dalam manajemen SDM. Pelatihan ini mencakup
simulasi pemecahan masalah, role-playing dalam pengambilan keputusan, serta studi kasus
untuk memperkuat pemahaman peserta. Dengan metode ini, pegawai BKPSDM diharapkan
dapat menerapkan strategi manajemen SDM yang lebih efektif dalam meningkatkan pelayanan
publik.

Untuk memastikan keberlanjutan sosialisasi, akan disediakan modul pelatihan dan

panduan digital yang dapat diakses oleh pegawai BKPSDM. Selain itu, dilakukan evaluasi
melalui survei kepuasan dan wawancara dengan peserta untuk menilai efektivitas sosialisasi
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serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan metode ini, sosialisasi tidak hanya
bersifat informatif, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas
SDM di BKPSDM.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pegawai BKPSDM, ditemukan
bahwa beberapa permasalahan utama dalam manajemen SDM meliputi rendahnya efektivitas
pelatihan ASN, kurangnya integrasi sistem digital dalam pengelolaan kepegawaian, serta
keterbatasan sistem insentif berbasis kinerja.

Efektivitas pelatihan ASN masih menjadi isu krusial. Banyak program pelatihan yang
dilaksanakan tanpa analisis kebutuhan yang jelas, sehingga tidak memberikan dampak yang
signifikan terhadap peningkatan kompetensi pegawai. Selain itu, sistem evaluasi terhadap hasil
pelatihan juga masih belum optimal, menyebabkan sulitnya mengukur efektivitas pelatihan yang
telah diberikan.

Dalam aspek digitalisasi, meskipun beberapa daerah sudah mulai menerapkan sistem e-
Kinerja dan e-Government dalam manajemen SDM, masih banyak kendala dalam
implementasinya. Infrastruktur teknologi yang belum merata serta kurangnya pelatihan bagi
pegawai dalam mengoperasikan sistem digital menjadi hambatan utama.

Selain itu, sistem insentif berbasis kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan di
BKPSDM. Banyak pegawai merasa bahwa promosi dan kenaikan gaji lebih dipengaruhi oleh
faktor senioritas dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan kurangnya
motivasi bagi ASN untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, perlu diterapkan strategi seperti
penguatan sistem pelatihan berbasis kebutuhan kerja, digitalisasi penuh dalam sistem
manajemen kepegawaian, serta pengembangan kebijakan insentif berbasis pencapaian kerja.

Gambar 1.

S - F 1 -
Pelatihan Asn melalui wabinar
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Kesimpulan

Manajemen sumber daya manusia (SDM) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. BKPSDM bertanggung jawab atas berbagai aspek
pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), mulai dari rekrutmen, pengembangan kompetensi,
hingga evaluasi kinerja. Studi ini mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang
masih dihadapi dalam pengelolaan SDM di BKPSDM, di antaranya adalah rendahnya efektivitas
program pelatihan ASN, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam sistem kepegawaian, serta
sistem insentif yang belum berbasis kinerja.

Pelatihan yang diselenggarakan bagi ASN belum sepenuhnya berbasis kebutuhan kerja,
sehingga kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi dan
profesionalisme pegawai. Selain itu, sistem evaluasi terhadap efektivitas pelatihan juga masih
lemah, menyebabkan sulithya mengukur sejauh mana pelatihan yang telah diberikan benar-
benar bermanfaat bagi kinerja pegawai. Padahal, dalam konteks ekonomi dan kebijakan publik,
peningkatan kompetensi ASN memiliki dampak besar terhadap produktivitas dan efektivitas
birokrasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi dalam manajemen SDM masih menghadapi tantangan
besar. Meskipun beberapa daerah sudah mulai mengimplementasikan sistem digital dalam
manajemen kepegawaian, seperti e-Kinerja dan e-Government, masih banyak kendala yang
dihadapi dalam penerapannya. Infrastruktur teknologi yang belum merata, keterbatasan
anggaran, serta kurangnya pelatihan bagi pegawai dalam mengoperasikan sistem digital
menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi digitalisasi di BKPSDM. Hal ini
menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan administrasi kepegawaian serta rendahnya
transparansi dalam sistem manajemen SDM.

Selain itu, sistem insentif dan penghargaan bagi ASN di BKPSDM masih belum
sepenuhnya berbasis kinerja. Banyak pegawai merasa bahwa promosi dan kenaikan gaji lebih
banyak dipengaruhi oleh faktor senioritas daripada pencapaian kerja. Hal ini menyebabkan
rendahnya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya serta mengurangi daya saing dan
inovasi di lingkungan kerja pemerintahan. Jika sistem penghargaan berbasis pencapaian kinerja
tidak segera diterapkan secara efektif, maka risiko stagnasi dalam birokrasi akan semakin

tinggi.

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi manajemen
SDM di BKPSDM memerlukan perbaikan di berbagai aspek, terutama dalam efektivitas
pelatihan ASN, pemanfaatan teknologi dalam sistem kepegawaian, serta penerapan sistem
insentif berbasis kinerja. Peningkatan kualitas SDM di lingkungan pemerintahan bukan hanya
tanggung jawab BKPSDM semata, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak
terkait, termasuk pemerintah daerah, instansi pusat, serta sektor swasta dalam penyediaan
pelatihan dan teknologi pendukung. Dengan strategi yang tepat, manajemen SDM di BKPSDM
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dapat berkontribusi dalam menciptakan birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan
berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan
untuk meningkatkan efektivitas manajemen SDM di BKPSDM. Saran-saran ini bertujuan untuk
mengatasi berbagai tantangan yang telah diidentifikasi serta memberikan solusi yang lebih
sistematis dan berkelanjutan dalam pengelolaan SDM di sektor pemerintahan.

1. Peningkatan Efektivitas Pelatihan ASN

BKPSDM perlu merancang program pelatihan ASN yang lebih relevan dengan kebutuhan
kerja dan berbasis kompetensi. Pelatihan yang diberikan harus mempertimbangkan
perkembangan teknologi, perubahan regulasi, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin
kompleks. Selain itu, sistem evaluasi pelatihan juga perlu diperbaiki dengan menggunakan
metode yang lebih objektif, seperti penilaian berbasis kinerja sebelum dan sesudah pelatihan.
Dengan demikian, efektivitas program pelatihan dapat diukur secara lebih jelas dan berdampak
nyata bagi peningkatan kualitas ASN.

2. Digitalisasi dalam Manajemen SDM

Pemanfaatan teknologi dalam sistem kepegawaian harus diperluas dan dioptimalkan
untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam administrasi kepegawaian. BKPSDM
perlu mengadopsi sistem digital yang lebih terintegrasi, seperti aplikasi berbasis cloud untuk
manajemen data pegawai, sistem e-Kinerja yang memungkinkan penilaian kinerja berbasis real-
time, serta platform pembelajaran daring bagi ASN. Digitalisasi juga harus didukung oleh
infrastruktur teknologi yang memadai serta pelatihan bagi pegawai agar mereka dapat
menggunakan sistem digital secara efektif.

3. Penerapan Sistem Insentif Berbasis Kinerja

Untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas ASN, BKPSDM perlu menerapkan
kebijakan insentif berbasis pencapaian kerja. Sistem insentif ini dapat berupa penghargaan
finansial, kenaikan pangkat berbasis merit, serta kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau
pendidikan lanjutan bagi pegawai yang memiliki kinerja unggul. Dengan adanya sistem insentif
yang lebih adil dan berbasis kinerja, diharapkan ASN akan lebih termotivasi untuk bekerja
secara profesional dan memberikan kontribusi maksimal bagi organisasi.

4. Penguatan Kapasitas SDM dalam Menghadapi Transformasi Digital

Dalam menghadapi era digitalisasi, pegawai di BKPSDM perlu memiliki keterampilan
teknologi yang memadai agar dapat mengelola sistem kepegawaian berbasis digital dengan
baik. Oleh karena itu, BKPSDM perlu menyediakan program pelatihan teknologi secara rutin
bagi pegawai, termasuk pelatihan dalam penggunaan sistem administrasi kepegawaian
berbasis digital, analisis data, serta keamanan siber. Dengan penguatan kapasitas SDM dalam
bidang teknologi, BKPSDM dapat meningkatkan efisiensi kerja serta mengurangi risiko
kesalahan dalam administrasi kepegawaian.
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5. Penguatan Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan dan Sektor Swasta

BKPSDM dapat menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan serta sektor swasta
dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi ASN. Kolaborasi ini
dapat mencakup penyediaan program magang, pelatihan berbasis industri, serta kerja sama
dalam pemanfaatan teknologi digital untuk manajemen kepegawaian. Dengan adanya sinergi
antara BKPSDM, institusi akademik, dan dunia industri, kualitas ASN dapat ditingkatkan secara
lebih efektif dan sesuai dengan tuntutan zaman.

6. Evaluasi Berkala terhadap Kebijakan Manajemen SDM

Kebijakan manajemen SDM di BKPSDM perlu dievaluasi secara berkala untuk
memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas
pegawai serta pelayanan publik. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei kepuasan pegawai,
analisis data kinerja ASN, serta benchmarking dengan instansi lain yang telah berhasil
menerapkan manajemen SDM yang lebih modern dan inovatif. Dengan adanya evaluasi yang
sistematis, BKPSDM dapat terus melakukan perbaikan serta penyesuaian terhadap kebijakan
yang diterapkan.
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